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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN 
REKOMENDASI  PENELITIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penerbitan 
rekomendasi penelitian dan pengembangan di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah 
daerah perlu diatur hak peneliti dan kewajiban untuk 
menyampaikan laporan hasil penelitian yang belum 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan 
Rekomendasi Penelitian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan 
Rekomendasi Penelitian;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
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Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4219);  

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
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